
WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WAUKOTA PALEMBANG 

NOMOR 39 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISNE DAN PROSEOUR TETAP 
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang 

Mengingat 

Nomor 18 T ahun 2010 ten tang Pajak Sarang Bu rung Walet, maka 
untuk memberikan pedornan yang jelas dalam pelayanan pemungutan 
Pajak sarang burung walet, per1u meninjau dan merubah kembali 
Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian lzin 
Operasional Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, per1u menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Persyaratan. Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak 
Sarang Burung Walet. 

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun 2008 Nomor 59, T ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844): 

◄. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20(),4 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Puhlik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 
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6. Un<tang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 tentang Pajak 0aerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Peme<intahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah 
Provinsi, dan Pemerin1ahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Repu~ Indonesia Nomor 4737): 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 T ahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak 0aerah, Relribusi 0aerah dan 
Penefimaan Pendapatan Lair>-lain; 

9. Peraturan 0aerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum (Lembaran Oaerah Kota 
Palembang Tahun 2000 NOmor 2); 

10. Pefaturan Oaerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang 
Ketentraman dan Kelertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2002 Nomor 76), sebagailnana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007; 

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 T ahtm 2004 1entang 
Pedoman Pembinaan dan Ope,asional Penyidik Pegawai Negeti Sipil 
(lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31); 

12. Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 lentang 
Urusan Pemerintah Kola Palembang {Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

13. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja ()jnas Daerah 
Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor9); 

14. Peraturan Da.erah Kota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang 
Pajak Sarang Bu.rung Walet (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2010 Nomor 18); 

MEMUTIJSKAH : 

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN, 
MEl<ANISME DAN PROSEDIJR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK 
SARANG BURUNG W.ALET. 

BABI 

KETENTUAN UMUII 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dinaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Palembang. 
2. Pemenntah Kola adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Waikota adalah Walikota Palembang. 
4. ()jnas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kola 

Palembang. 
5. Kepala Oinas adalah Kepala Oinas Peodapatan Daerah Kola 

Palembang. . . 
fl. Pajak Sarang Burung Wale! adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaen Serang Burung Welet. 
7. Kas Umum Daetah adalah Kas Pemerintah Kola Palembang. 
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8. Bende.harawan Khusus Penerirna untuk selanjutnya disingl(at BKP 
adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan 
Daerah Kota Palembang. 

9. Pejabat adalah pegawai yang dibefi tugas tertentu <flbidang pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-ondangan yang ber1aku. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perneroan 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mmk 
negara {BUMN}. atau badan usaha rnilik daerah {BUMD) dengan nama 
dan benluk apapun, finna, kongsi, koperasi, dana pengsiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
soslal politik atau Ofganisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya tennasuk kontrak investasi koleklif dan bemuk usaha letap. 

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, mefiputi pembayar pajak, 
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan 
kewajib~n perpajakan eesuai deng::tn ketontuan pcnrturan perul"'ldang-. 
undangan perpajakan daerah. 

12. Masa Pajak adatah jangka waklu 1 (saw) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitu'lg, menyetor dan melaporkan 
pajak yang terutang. 

13. Sura1 Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 
adatah sural yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk metaporkan 
pengMungan dan/alau pembayaran pajak, objek pajak dan/alau bukan 
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kelentuan 
pera1uran perundang-undangan perpajakan daerah. 

14. SUrat SetO<an Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPO adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Umum Daerah melalui 1empat pembayaran yang dilunjuk olell 
Walikota. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPOKB adatah Surat Ketetapan Pajak yang meoentukan 
besamya jumlah pokok pajak, jumtah kredit pajak, jumtah kekurangan 
pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif dan jumlah 
pajak yang rnasih harus dibayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar T ambahan yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ~n Pajak yang 
menentukan tarnbahan alas jumlah Pajak yang d~etapkan. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah l.ebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPOl8 adalah Surat Ke-pan Pajak yang menentuken jtmlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
dari pajak yang terhutang atau tidal< seharusnya terhutang. 

18. Surat Ketelapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPON 
adalah Surat Kewtapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak 
sarna besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak lerutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya d',singkat STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi adminitrasi 
berupa bunga dan/atau deoda. 

20. Pemerik.saan adatah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan sualu s1andar pemenksaan untul<. menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangl<a melaksanakan kelentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daetah dan retri>usi daerah. 
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21. Penyidikan Tindak Pidana di!>idang Pajak Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negerl Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyi:lik, untuk mencarl serta mengl.lTlpulkan bo1cti 
yang dengan bukli itu membuat terang Tindak Pldana dibidang Pajak 
Daerah yang lerjadi serta menemukan tersangkanya. 

BASIi 

PELAKSANAAN PEIIUNGUTAN 

P-12 

(1) Setiap orang a1au badan yang menyelenggarskan pemungulan Pajak 
Sarang Burung Wale!, dipungut Pajak Sa<ang Burung Walet oleh 
Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah. 

(2) Sesuai dengan tugas pol<ok dan fungsinya, Dinas PMdapatan Daerah 
ditetapkan sebagai unit ketja yang melaksanakan proses penelitian 
administrasl dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan Pajak 
Sarang Burung Walet sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan 
prooedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini. 

P-13 

(1) Proses penyelesaian permohonan pembayaran P¥1k Sarang Burung 
Walel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dapat disesuaikan dalam 
j919<a waklu 3 (tiga) hari kerja sejak dilerimanya permohonan yang 
lengkap dan memenuhl ..,,..,.t. 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang letah 
dilengkapi persyaratan sesuai dengan kelentuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permohonan yang dikllak karena tidak memenuhi persyaralan 
administrasi dan a1au persyaratan teknis, alcan diberitahukan kepada 
Pemohon secara tertulis dengan tenggang waklu 3 (tiga) hari ketja. 

Pual4 

(1) Terhadap pem,ohonan yang telah memenuhi persyaratan. <fminta 
penetapannya kepada Walikota yang dituangkan daJam Keputusan 
tentang Pemungutan Pajak Satang Burung walet. 

(2) s-lah dltetapkan Ke!)utusan Walil<ota dimak&ud, Kepala Dina$ 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPO). 

(3) Apabila Keputusan Walikota lemang Pemungutan Pajak Sarang 
Burung Walet sudah diletapkan oleh Walikota, Pemohon membayar 
Pajak Sarang Burung Wale!, kemudian diterbitkan Pelikan yang ditanda 
tangani oleh Kepala Dines untuk disampaikan kepada Pemohon. 

Pasa.15 

(1) Tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dari pendataan 
sampai dengan penagihan sesual dengan Slstem dan Prosedur 
(Sisdur) Pajak Daerah. 

(2) Dalam hal kegiatan pendataan, Dinas PeoclapatM Daerah dapat 
melakukan ketjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang 
akurat dan uptodate darl Wajib Pajak sesual dengan peraturan 
pe,und4f1!r11ndangan )'llll9 berlaku. 
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BABIU 

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK 

Pasal6 

(1) Wajb Pajak Sarang Burung Wale! adalah orang pribadi atau badan 
yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung 
Walet 

(2) Wajib Pajak harus melapoNn usahanya kepada Dinas Pendapalan 
Oaerah paing lambat 30 (liga puluh) hari sebelum kegialan usahanya 
dimulai uotuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Kepala Dinas Pendapalan Daerah menerbilkan Surat Kep.,tusan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Homo( Pokok 
Wajib Pajak Daerah (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk 
diketahui umum. 

(4) OikOOU<>lil«ln dori objot Pejek Serer,g Burung Welet adalah 
Pengambitan Sarang Burung Wale! yang telah dikenakan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PN8P). 

BABfV 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal7 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walat adalah Nilai Jual Sarang 
Burung Wale! 

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihilung benlasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang 
Burung Wale! yang berlaku di daerah yang bersangltutan dengan 
volume Sarang Burung Wale!. 

(3) Tari! Pajak Sarang Burung Walet dilelapkan sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 

(4) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Wale! yang terutang dihitung 
dengan cara mengat,l<an tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(5) Nilai Jual Sarang 8uMlQ Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam l.ampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
leq>isahkan dari Peraluran ini. 

BABV 

SURAT PEIIBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
Paul8 

(1) Wajib Pajak harus melaporkan kepada walikola tentang pemitunga~ 
pajak terutang dalam jangka waklu paling lambat 10 (sepuluh) han 
selelah akhir masa pajak dengan menggunakan SPTPD yang diosi 
dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda tangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1), harus mengambil 
sendiri SPTPD pada Oinas Pendapatan Daerah. 

(3) wajib Pajak adalah Sadan, maka S~D harus_ dilanda tang.ani oleh 
pengurus atau Direksi dan apabila d11s1 orang lain selam Waft, Pajak 
harus melampirkan Surat Kuasa Khll$US. 

(4) SPPD yang disampaikan langsung oleh wajib Pajak kepada Oinas 
Peodapatan Daerah ha'uS diberi tanda bukli peoe, ima oleh Petugas 
Oinas Pendapatan oaeran .. 

(5) Kepada Olnas alas weNenangnya bemak melakukan penefltian <Ian 
pemenksaan lefhadaplcebenaran dari isian SPTPD. 
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(1) Penetapan dan ke!etapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Setiap W8Jlb Pajak wapb membayar pajak terutang lidak tergantung 
pada adanya SKPD. 

(3) Berdasarkan SPTPD, pajak terutang lfltelapkan dengan mened>ilkan 
SKPD. 

Pasal 10 

(1) K-la o,.,,,.. ~ang melakukan pemeriuaan untuk menetapkan 
jumlah pajak terutang dari hasil Pajak Sarang Burung Wale! dalam 
rangka melaksanakan Peraturan ini. 

(2) Untuk keperluan pemeribaan Petugas Pemenksa harus melengkapi 
dengan Surat Perintah T ugas dan harus memperihalkan kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(3) Wa,b Pajak yang diperiksa wajib : 
a . Memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau 

pencatatan dokumen lain yang bemubungan dengan kegiatan 
usaha Wajib Pajak. 

b. Memtlerikan kesempatan untulc memasul<l ruangan di mn-.,at atau 
ruangan yang dianggap perlu dan mernbefi(an bantuan guna 
ketancaran pemeriksaan. 

c. Membefikan kesempatan kepada pelugas untuk melakukan 
pemeriksaan Kas (cash opname). 

(4) Wajib Pajak tidal( memenuhi kewajiban sebagaimana dmaksud pada 
ayat (3). maka pajak - pajak terutang ditelapkan secara taksiran atau 
jabatm. 

(5) Apabila dalam peogur,gkapan pembukuan, peocatata .. , atau dolwmen 
lain serta tldak memberikaan keterangan yang diminta, Wajib Pajak 
yang telkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka 
kewajiban untuk merahasiakannya ditiadakan a1as pem,intaan untuk 
keperluan pemeriksaan oobagalmana dimaksud pada ayat(3). 

Paaal 11 

(1) Apabia dalam menjamkan kelentuan Peraturan Daerah letdang Pajak 
Sarang Burung Wale! diperlukan keterangan yang benar alau bukli 
yang &ah dali pihak keiga yang mempunyai hubungan ct,i,,gan wajib 
Pajak yang diperiksa, alas pem,intaan Walikola atau Pejabat yang 
ditunjuk KepaJa Oinas, pihak keti9& te<sebut harus memberikan 
keterangan atau buk1i yang diminta. 

(2) Dalam pihak ketiga sebagaimana dlmaksud ~ ayat (1), let'kail: oleh 
kewajiban unt,.jc merahasiakan, maka kewa11ban untuk merahasiakan 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan 
yang beriaku. 

Pasal 12 

walikola atau Pejabal yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempal 
usaha atau ruangan lef\enlU apabila : 
a. Wajib Pajak tldak memenuhi kewajiban $ebagaimana amala>ud dalam 

Pasal 1 O pada ayat (3). 
b. Wafll> Pajak tidak menyetorkan pajak lerulang, sehingga dapal 

menimbulkan kerugian pada Daerah. 
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BABVII 

IIASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasal13 

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang met'fidi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melapo,kan pajak 
yangterutang. 

Pasal14 

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

aABVUI 

PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK 

Pasal15 

(1) Penetai,an dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan isian 
SPTPD yang telah diteliti. 

(2) Berdasarkan SPTPD seba,gaimana dimaksud pada ayat (1), diletlpkao 
pajak terutang dengan penerbitan St<PO. 

(3) Apabna SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tldak atau 
kurang bayar setelah iewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPD diterima, dikenakan sanksi adminmrasi berupa buf>ga 2 % (dua 
persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

BABIX 

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal16 

(1) Pajak terutang harus dijunasi selambat-lambatnya pada lanslgal 15 
(tima belas) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang dengan 
menggunakan SSPD. 

(2) Pembayaran pajak '6rutang haru" dilakukan dan d-0< sekaligU$ atau 
lunas. 

BABX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSANPAJAK 

Pasa117 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan pennohonan pengurangan, keringanan 
dan penghapusan pajak kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan 
Daerah atas SKPD/STPO untuk 1 (satu) masa pajak tertentu dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/STPD. 

(2} Permohonan pengurangan, keringanan, dan penghapusan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membuat alasan-alasan 
yang jelas se<la didukung dengan bul<!i yang sah sekaligus 
menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajlb Pajak. 

(3) Walikota dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya permohot ,an harus memberikan keputusan. 

(4) Apab;la pem1ohonan yang dimohonkan oleh wajib Pajak. sebagainu,na 
dimaksud pada ayat (3), Wallkota Delum memberlkan keputusan, maka 
permohonan yang dimohonkan dlanggap dlkabulkan. 
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(5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pads ayat (3), dapat 
berupa menerima saluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besamya pajak yang temutang. 

(6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
menunda kewajiban membayar pajak dan tindakan penagihan. 

Paal18 

8entuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda bukti 
pembayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai dengan Sis1lem 
dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah. 

BABXI 

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 
Paalt9 

Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walel sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, ads 2 (dua) cara : 
1. Sistem Menghilung Sendiri (Sell A.ssesment System) 

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPO dan menyetor sendiri 
pajaknya. 

2. Sis18fn Ketetapan (Officia Assesmem System) 
Yailu Ketetapan Pajak langsung diletapkan oleh Dinas Pendapalan 
Daerah berdasarl<an taksasi. 

BABXII 

PERSYARATAN 

Pasal20 

Persyaratan administrasl Pemungutan Pajak Sarang Buroog Wale! 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan melampirkan antaJa lain : 
1. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Oinas 

Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap. 
2. Foto copy l<artu T anda Penduduk (KTP) Pemohon. 
3. Foto copy izin Mendirbn Bangunan (1MB). 
4 . Foto copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU). 
5. Fota copy bukll lunas P88 tahun terakhir. 

BABXIII 

IIEKANISIE DAN PROSEDUR TETAP 

Pasal21 

Mekanisme pemungutan Pajak Sarang Burung Walet dengan cara dbayar 
sendiri (Self Assesment) adalah sebagai berikut : 

a . Pendaftaran 
1. Menyerahkan fannulir pendaft;aran kepada Wajt, Pajak setelah 

dicatat dalam Oafta, Fonnulir Pendaftaran. 
2. Menerima dan memeril<sa kelengkapan formulir pendaftaran yang 

telah dMSi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi Iwasa, apabila 
pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, _,, Daflar 
Farmulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal peoerimaan dan 
setanju1nya dicatal daJam Daftar lnduk Wajib Pajak. Daflar Wajib 
Pajak per-goloogan 5e'1a dibualkan Kartu NPWPO. 

3. Apabila belum lengkap persy,,""8nnye, fonnulir lampirannya, akan 
dil<ombalikan kepada Wajib Pajak seeara tertulis untuk 
melengkapinya. 
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b. Pendata8fl 
1. Menyerahkan formulirpendataan (SPTPO). 
2. Menerima dan meme, iksa kelengkapan Fonnuir Pendataan 

(SPTPO) yang telah dflsi oleh Wajib Pajak atau yang dlbefl kuasa, 
apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam dafta< 
SPTPO diberikan tanda dan tanggal penerirnaan, ~ belum 
lengkap, SPTPO cikembalikan kepada Wajib Pajak untuk 
melengkapi. 

3. Mencatat da1a Pajak dalam kartu da1a dan ke dalam daftar SPTPO 
Wajib Pajak Self Assesment. 

c. Penetapan 
1. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasalkan 

SPTPO dicatat kedalam kartu data. 
2. Membuat Nota Perhlt.mgan Pajak atas dasar kartu data dan hasil 

pemeriksaan atau keeerangan lain. dengan cara me, ,ohitung jumlah 
pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang ~itungkan dalam 
kartudata. 

3. Apabila pajak terutang kurang atau tidal< dibayar, mal<a diterbitkan 
SKPOKB. 

4. Apabila lldak terdapat sellsih antara pajal< terutang dan kredit 
pajak, maka diled>itkan SKPON. 

5. Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat 
ditemukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKBT. 

6. Apabila terdapat keiebihan pembayaran pajak terutang, mak.a 
diterbitkan SKPOLB. 

7. Setelah pembuatan Nota Perhitungan Pajak. selanjutnya 
menyerahkan kembai Kartu Data kepada Unit Kerja Pendapatan. 

8. Menerbitkan Dafter SKPOKB, SKPDKBT, SKPOLB, dan SKPON 
atas dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas. 

9 . Surat ketetapan ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan atas 
nama Kepala Oines dan Oaftar Surat K.etetapan tetsebut di atas 
ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing -
masing disiapkan tanda terimanya. 

10. Menyerahkan kepada wajib pajal< berupa SKPOKB. SKPOKBT. 
SKPON, kemudian Wajib Pajak menanda langani masi~asing 
tanda terima dan mengembalikannya. 

11. Jumlah Pajak terutang dalam SKPOKB dlkenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam 
SKPDKBT dikenakan sanksi administra9i berupa kenaikan sebesar 
100 % (seratus persen) dari Pokok Pajak. 

12. Apabila SKPDKB. SKPOKBT. SKPON yang ditefbilkan tidal< atau 
kurang dlbayar setefah -t waktu paling lama 30 (liga puluh) hari 
sejak SKPDKB, SKPOKBT, SKPON paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPOKB, Sl<POK.BT, SKPON dilemla dapal memberikan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap 
bulan menetbilkan STPO. 

Pasal22 

(1) Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan 
pembayaran, pembukuan dan pelapomn, keberatan dan banding, 
penagihan, kegiatan pembelUlan, pembalalan, pengurangan 
l<etetapan dan pe~usan alau pengurangan sank&i adminislrasi 
serta pengembarian kelebihan pembayaran, sama dengan 
pr0$edur pemungutan pajak denge.n cora Si&tem Ketetapan 
(Offocial ~cnt). 



,,. 
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(2) Mekanisme pemungutan Pajak Hotel berdasancan cara Penetapan 
(Official Assesment). 
a. Pendaftaran 

1. Menglrim foonuDr pendaflaran kepada Wajib Pajak setelah 
dicatat dalam daftar fom,ulir pendaftaran. 

2. Menerima dan memefi<sa ketengkapan formuir pendaflaran 
Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib Pajak atau yang 
diberi kuasa. apabila pengisiannya benar dan lampirannya 
lengkap dalarn daftar foonulir pendaftaran diberi tanda dalam 
Daflar _ lnduk WaJib Pajak, Oaflar Wajib Pajak pergolongan 
serta dlbuatkaan Kartu NPWPD. 

3. Apabila lidak meroonuhi persyaratan dan belum lengkap 
lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara 
tertuHs untuk melengkapi lampirannya. 

b.Pendalaan 
1. Menyiapkan formulir pendataan (SPTPO) kepada Wajb Pajak 

setelah dicatat dalam daftar SPTPO. 
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan foonulir pendataan 

(SPTPD) yang 1elah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi 
kuasa apabi4a pengisiannya benar dan lampirannya lengkap 
dalarn daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal 
penerimaan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada 
Wajib Pajak untuk melengkapj. 

3. Mencatat data Pajak dalam kartu data yang setanjutnya 
diserahkan kepada Unit Kelja yang membidangi untuk proees 
peoetapan. 

c. Penetapan 
1. Membuet nola pefhitungan Pajak D8efllh etas dasar l<anu 

data. 
2. Menerbitkan SKPO atau SKPOT jika teroapat tambahan objek 

pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru alas 
dasar note perMungan Pajak Daefah dan memboal daftar 
SKPD/SKPDT. 

3. SKPOISKPOT ditanda tangani olell Kepala Unit Ketja 
Penetapen atas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau 
SKPDT ditand.l tangani oleh Unit Kerja yang membidangi 
penetapan dan disiapkan tanda terimanya. 

4 . Menyerahkan c::opy daftar SKPO atau SKPDT kepada Unit 
Kelje yang membidangi pembukuan penerimaan, penagihan 
dan program. 

5. Menyerahkan SKPD atau SKPOT kepada Wajib Pajak. 
6 . Apabila SKPD atau SKPDT yang dilerbitl<an tidal< atau kurang 

dibayar setelah lewal waktu pa~ng lam 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD atau SKPOT dilerima dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua pe,sen) liap 
bulan dengan menerbitkan SPTPO. 

d. Panyelloran 
Penyetoran Pajak Daerah rnelalui Bank Persepsi ten:!iri dari : 
1. Bank Sumsel yang disediakan di kantor Oispenda Kola 

Palembang dengan Kode Rekenirig Nomor : 150-30-00001. 
Penyetooln yang telah divalidasi didistribusikan kepada 
Bendahara Khusus Penerima (BKP). BKP Dispenda 
bertugas : 
a. BKP mencatat dan menjumlahkan SSPO yang tetah 

divalidasl dan dicatat dalam bUkU pembantu penenmaan 
sejenls melalul Bendahara Khusus Penerlma dan 
selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum. 
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b. 8endahara l<husus Pene, ima secara periodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 
uang yang lfdanda tanganl oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dlnas. 

C. Didisbibusikan ke Unit Kefja terkait sebagai Japoran. 

2. Penyetoran melalui Kas Daerah pada Bank Sumsel Csbang 
Palembang Jalan Kol. Almo dengan Kode Rekening 
Nom0< : 150-30-00001 lefdiri dari : 
a. Kas Daerah menerima uang dari Wajib Pajak disertai 

dengan media surat ketetapan dan media penyetoran 
SSPD dan blA<li setoran Bank. 

b. SSPO ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas Daerah, 
maka lembar pertama dari SSPO dan bukti setOflln Bank 
diserahkan kembali ke Wajib Pajak. 

c. 2 (dua) lembar tindasan SSPO diklrim oJeh Kas Oaerah ke 
Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Oaerah 
yang dilampiri bukti setoran Bank. 

d. Bendahara Khusus Penerima, selelah menefima media 
penye!Of8n yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat dan 
dijumlahkan dalarn buku pembanlu pe, ,erl 11aan sejenis 
melalui Kas IJaemh dan selanjutnya dibukukan dalam Buku 
KasUmum. 

e. 8endahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan) 
menyiapkan laporan realisasi penefimaan dan penyetoran 
uang yang ditanda tangani oleh Bendahara Khusus 
Penerimaan dan dlketahui oleh Kepala Dinas. 

f. Oidistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai Japoran. 

e. Angsuran clan Penundaan Pembaya.ran 
1. Angsuran Pembayaran 

a Menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 

persetujuan perjanjian angsuran oleh Kepala Oinas 
Pendapatan Daerall. 

c. Membuat surat peljanJ,an angsuran/penolakan 81"19Suran 
yang ditanda tangani oleh Kepala Oinas, dan apabila 
pennohonan d\selujui selanjutnya dibuall<an Daftar Surat 
Pe,janjian Angsuran. 

d. Menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran / Penolakan 
angsuran kepada Wajib Pajak dan Oaftar SUrat Petjanjian 
Angsuran kepada Uniklnit lain yang ter1<ait 

2. Penundaan Pembayaran 
a. Menerima surat pennohonan penundaan pembayaran dari 

Wajib Pajak. 
b. Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam 

pemberian peraetujuan penundaan pembayaran oleh 
Kepala Oinas. 

c. Membuat swat persetujuan penundaan pembayaran I 
penolakan penundaan pembayaran yang dianda tangani 
oleh Kepala Oinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan 
daflar perset14uan penundaan. 

d. Menyerahkan surat pe,setujuan penundaan pembayaran 
kepada W3Jib Pajak dan di,lt9r ~,juan penundaan 
kepada unit-unit lain yang terl<ait. 
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t. Pembukuan clan Peneiapan 
1. Pembukuan dan Penetapan 

a. Mencatat ke dalam boku jenis pajak pada kolom penetapan 
yang ler.!ecfia alas dasar SPTPO Wajib Pajak Sell 
Assesment, daftar SKPO, daftar SKPOT, daftar SKPON, 
daftar SKPOl..B dan daftar STPO. 

b. Mencatat kedalam buku Wajib Pajak sesuai NPWPO dari 
Wajib Pajak masing - masing pada kolom peoetapan yang 
tersedia alas dasar SKPO. SKPOT, SKPOKB, SKPOKBT, 
SKPON, Sl<POI.B, dan STPD. 

c. Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah tercatat dengan 
membeti nomor urut file. 

2. Pembukuan Penerimaan 
a. Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom penetapan 

yang 1""""1"1 ""'"' d!IS3T buku penerimaan sejenl-. dan 
daftar bukti pemidahbukuan. 

b. Mencatat kedalam buku Wsjib Pajak sesuai dengan NPWP 
dari Wajib Pajok pada kolom penyetoran yang tersedia alas 
dasar validasi dari SSPD den bukti pemindahbukuan. 

c. Mengarsipkan atau menyimpan selUruh dokumen yang 
telah dicatat dengan memberi nom0< urut file. 

3. Pelaporan 
a. Membuat laPOfBO realisasi penerimaan Pajak Oaerah alas 

dasar daftar penetapan. penerimaan dan tooggakan 
perjenis pajak dan daflar tunggakan Wajib Pajak. 

b . Membuat laporan realisasi setoran ma&a (Sistem Seff 
Assesmenl). 

g. Keberatan clan Banding 
1. Penyele&aian Kebe<atan 

a. Menerima surat pennohonan keberalan dari wajib Pajak. 
b. Meneliti kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak, 

diteliti dan diperik&a kembali, dibuat laporan hasil 
peoelitian. 

c. Laporan ke Kas Oaerah untuk diteliti dan dipertimbangkan 
apakah pem,ohonan keberatan dapat diterima atau tidal<. 

d. Menyampaikan berl<as k.ebenltan Wajib Pajak disertai 
Pertimbangan Kepala Oinas kepada Walikota untuk 
pembuatan Keputusan, baik penerimaan atau penolakan 
terhadap l<Eberatan yang diadukan oleh Wajib Pajak 
tersebtL 

e. Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh 
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berupa menerima 
seloruhnya atau sebagaian, ,_,_k -u menambah 
pajak terutang. 

2. Banding 
Apabila Wajlb Pajak yang bersangkutan maslh merasa tidal< 
puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan 
yang dlajukan. maka Wajib Pajak yang bersangkutan masih 
rnempunyai hak untuk mengajukan pennohonan banding 
kepada Sadan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sesuai 
dengan ketent>Jan yang berlaku. 

h. Penagihan 
1. Penagihan dengan Surat T eguran 

a. Membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari 
setelah bates wak1u jatuh tempo pembayaran. 



13 

b. Menefbitlaln Surat T eguran. 
c. Menyampaikan/Penyerahan Surat T eguran kepada Wajib 

Pajak yang bersangkulan. 

2. Penagihan dengan Surat Paksa 
a. Membuat daflar Surat Paksa urrtu( Wajib Pajak yang 

setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari selelah 
tanggal Surat Teguran belum menyetlllkan pajak terutang. 

b. Meneroilkan Surat Paksa dari daftar Surat Paksa. 
C. Mengirimkan/mefl'l8C'ahl<an Surat paksa l<epada Wajib 

Pajak yang beraangkutan melalui Juru Sita Pajak. 

3. Penagihan dengan Surat Perinlah Melaksanakan Penyitaan : 
a. Membuat daltar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 2 
x 24 jam (dua han) ..-!ah tanggal Surat Paksa. 

b. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
c . Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita dengan menyegel 

barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut 
perundang-undangan yang dirinci pada Belita Acara 
PelaksanaanSita. 

4. Pengumuman lelang den Pelaksanaan lelang 
a. Membuat dafter Surat Permintaan Pelaksanaan lelang 

untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya 
sampal dengan berakhimya batas waklu 14 (empat belas) 
hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan Penyitaan. 

b. Memeriksa hari. tanggal dan jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kepala Dinas dan permintaan penegasan kepada 
Baden Urusan Pitrtang dan Lelang Negara (BUPLN). 

c. Menyiapkan berilas penyitaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan dan l)ef19umuman lelang. 

d. Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam 
yang telah ditentukan. 

5. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman lelang 
a. Membuat dafter Surat Pencabutan Penyitaan untuk Wajib 

Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah 
penerbilan Surat Perinlah Me!aksallal<an Penyitaan sampai 
dengan sebelum peflgumurnan lelang. 

b. Penerbitan Surat Pencabutan Penyitaan. 
c. _, penc:abutan penyilaan dengan pembuatan 

Betita A(:ara Pencabutan Penyilaan. 
d. Membuat laporan pelaksanaan pencabutan penyilaan. 
e. Mooltoriog penyetoran Wajib Pajak sepe,1i bulir 1 di alas 

untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah melunasi hutang 
pajaknya sesudah pengumuman lelang sampai dengan 
sebelum pelaksanaan lelang. 

f . Pembuatan claftar Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
g. Penerbitan Surat Pencabutan Pengurnuman lelang. 
h. Mengirim/meflyerahkan Surat Pencabutan Pengumurnan 

lelang oleh Juru Sita Pajak. 

6. Keglatan Penagihan dengan Surat Perintah Seketil<a dan 
Sekaligus : 
a. Membuat daflar Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

set<allgUS (SPPS dan S} untuk Wajib Pajak yang b,,lu111 
menyetor. 
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b. MeoerbiU(an Surat Perinlah Penagihan Seketika clan 
Sekaligus (SPPS dan S) dari Oaflar Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaigus. 

i. Keglatan pembentulan, pembatalan, pengurangan keltCapan 
clan penghap ... n atau pengurangan unlall adminiairaai : 
a. Menerima surat pennohonan pembetulan. pembatalan, 

pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dari Wajib Pajak. 

b . Meneliti keleqgl<apan pennohonan pembetulan, pembalalan, 
pengurangan keletapan, dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi Wajib Pajak. setelah dilakukan penelitian 
clan bila penu dilakutcan pemeriksaan, dilloat laporan hasil 
penelitian. 

c. Menyampaikan laporan hasU penerltian kepada Kepata Dinas 
atas permc:,honan Wajib Pajak, b«upa Surat KepuluMn 
Penolakan apabila pennohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apabUa pennohonan diterima. 

d. Membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala 
Dinas alas pennohooan Wajib Pajak. berupa Surat Keputusan 
Penolakan apabila permohonan ditolak dan Surat Keputusan 
Pembetulan apabila permohonan diterima. 

e. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wa;t, Pajak dengan 
tembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit Kerja 
Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Dae<ah. 

J.. Pengembalian Kelebihan Pembayaran: 
a. Menerima surat pennohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, melakukan perneri<saan dan membuat 
laporan pemetl<saan dltanda la:1gani oleh Petugas dan Wajib 
Pajak. 

b. Mencatal ke kaltu data, selanjutnya diserahkan kepada Unit 
Kerja perhitungan untuk dilakukan pemitungan penetapan 
kelebihan pernbayaran pajak. 

c. Mempemitungkan dell)all utang/tunggakan pajak yang lain. 
Apakah punya utang atau tidal<. kemudian dibuat Nola 
Perhitungan. 

d . Setelah dipemitungl<an dengan utang pajai< yang lain temyata 
ke!ebihan pembayaran pajak, kurang atau sama deogan 
utang pajak lainnya tersebut maka Waji) Pajak rnenerima 
bukli pemindahbukuan, sebagai bukli pembayaran 
kompensasi dengan pajak terutang dinaksud, karenanya 
SKPDLB tidak diterbitkan. 

e. Apablla utang pajak setelah dlpemltungkanldi<ompensasikan 
dengan k.elebihan pembayaran pajak temyala lebih, maka 
Wejib Pajak akan meoerima buldi pemindahbukuan san 
sebagai bukti pembayaran/kompensasi dan SKPDLB haJUS 
diterbilkan. 

f. Setelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penelapan 
diproses untuk dilerbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh 
Walikota. 

g. Kas Daerah ~ikan kelebihan pembayaran pajllk 
sesuai SPMKPD dengan menert>ilkan SPMU. 

(3) Mekanisme dan Prosedur Tetap pemungutan Pajak Sarang Surung 
Walet adalah sesuai dengan skema alur sebagaimana ten:antum 
dalam L.amplran II aan merupakan bayiiln yw,g li<lal< dipisahkan 
Clengan Peratur..n ini. 
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BABXIV 

PENUTUP 
Paaal23 

Peraturan ini mulai ber1aku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kota Palembang. 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal '° ~«ret: 2011 

UIIMll'l,9 
BERfTAOAfR.."tKY.OTA PALe.lBA.NO 

TA.HUN ~11 NOMOR J9 
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1. 

2. 

3. 

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : ~ TAHUN 2011 
TANGGAL : 'lO MA~ef 2011 
TENTANG: PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR 

TETAP PEMUNGUTAN PAJAK WALET 

TABEL JENIS SARANG BURUNG WALET DAN NILAI JUAL 
HASIL PENGEMBALIAH DANIATAU PENGUASAAN 

NAMA JENIS SARANG 
BURUNO WALET 

Kualitas Super 

Kualitas Hitam 

Kuelitas Kotor 

t'fl!~ AOkli• di 1Mlt lllltlfl~ 
JO~ )~ 2011 

'.AJU&OAatAH 
LD\BANG 

HARGA I KG 
10% PAJAK 

(Rp) 

9.000.000 900.000 

7.000.000 700.000 

6.000.000 600.000 

KETERANGAN 

MBANG, 

':L~~~~~~~f!r=;;:;; ----·"" ITA OAERAH KQTA PA~M.NO 
TAKUtc 201i NOMOR 1' 

~ 

~(. g- /If\ 

- - · 
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LAJlfPIRANJPERATIJRAN WAIJJ<OTA PAL£MBANG 
NOMOR >9 TAHUNlOII 
TANGGAL ; ]O 1-'l'I llt T 2011 
TEIITANG I PFRSYJ,RATAN, MEJCA."IISME DAN PROSEOUR TETAJ> 

PE=GUTAN PAJAK SARANC BURI/NG Wi\LET 

SKEMA ALUR P£MUNCUTAN PAJAK SARANC Bl/RUNG WALET 

-
PENDAPTARAN, PENDATAAN PENYETORAN ANGSUI\AN DAN PERMOHONAN 

~DAAN PEMBAY ARAN DAN PENETAPAN 

l 
PEMBUKUAN 

DAN PELAPOI\AN 

WAJIBPAJAK 1 
KE81iRATAN DAN BANl'JING 

l 
PENOAMBILAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENOURANOAN KETETAPAN 

PENAGIHAN 
KELEBIHAN PEMBAY ARAN DAN PENOHAPUSAN ATAU PENGURANOAN I 

-/ ""'-=. ~· "'.· i - ... 1 ,,,,.'/ "-'""w-- ,,.,,_~,. 
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